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PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Brigjen Dharsono Bypass, Cirebon 45132 Telepon (0231) 456561
Email : disdukcapil@cirebonkota.go.id Website : disdukcapil cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
Nomor : 000.8.3.4/KEP.092-DUKCAPIL/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA CIREBON TAHUN 2026

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Standar Operasional dan Prosedur pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor
000.8.3.4/KEP.111-DUKCAPIL /2025 tentang
Penetapan Standar Operasional dan Prosedur pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cirebon;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan, perlu untuk dilakukan perubahan dan
penetapan kembali Standar Operasional dan Prosedur
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cirebon;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Standar Operasional dan Prosedur pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
Tahun 2026 dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674],
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3559) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994
tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5488);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Noemor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6354},

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
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11,
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Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1611}, sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019
tentang Pendokumentasian Administrasi
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1742);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2026
tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 142);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2021 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2022);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rincian Urusan  Pemernintahan  yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 129);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

20, Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Tata Kerja Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSEKAN :

Penetapan Standar Operasional dan Prosedur pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Tahun 2026
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota
ini.

Standar Operasional dan Prosedur dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan Wali Kota ini, terdiri dari SOP Pelayanan
dan SOP Non Pelayanan.

Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Keputusan Wali Kota  Nomor  000.8.3.4/KEP.111-
DUKCAPIL /2025 tentang Penetapan Standar Operasional dan
Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Agustus 2026

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPM..A DINAS hEPENDUDUKAIN




LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR :000.8.3.4/KEP.092-DUKCAPIL/2026

TANGGAL : 4 Agustus 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN
PROSEDUR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA CIREBON TAHUN 2026

DAFTAR SOP PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

No NO. SOP NAMA SOP
1 000.8.3.4/S0P.P-01/DUKCAPIL/2026 PEMANFAATAN DATA WEB SERVICE
2 000.8.3.4/S0P.P-02/DUKCAPIL/2026 PEMANFAATAN DATA WEB PORTAL
3 000.8.3.4/SOP.P-03/DUKCAPIL/2026 SINKRONISASI DATA PENDUDUK PERMINTAAN ORGANISASI PEMERINTAH/SWASTA/NON PROFIT
4 000.8.3.4/SOP.P-04/DUKCAPIL/2026 SINKRONISASI DAN VERIFIKASI DATA PENDUDUK PERMINTAAN PRIBADI
5 000.8.3.4/SOP.P-05/DUKCAPIL/2026 FASILITASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
6 000.8.3.4/50P P-06/DUKCAPIL/2026 PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT
7 000.8.3.4/50P.P-07/DUKCAPIL/2026 PENYUSUNAN AGREGAT KEPENDUDKAN
B 000.8.3.4/SOP.P-08/DUKCAPIL/2026 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN
9 000.8.3.4/50P.P-09/DUKCAPIL/2026 VERIFIKASI DATA BIOMETRIK KTP ELEKTRONIK YANG BERMASALAH
10 000.8.3.4/SOP.P-10/DUKCAPIL/2026 PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK
11 000.8.3.4/SOP.P-11/DUKCAPIL/2026 INSTALASI SIAK TERPUSAT
12 000.8.3.4/SOP.P-12/DUKCAPIL/2026 AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
13 000.8.3.4/SOP.P-13/DUKCAPIL/2026 TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

-
N

000.8.3.4/SOP.P-14/DUKCAPIL/2026

PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANFAATAN DATA WEB SERVICE

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Nomor SOP 000 8.3 4/50F P-0VDUKCAPILZ2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 4 Agustus 2026
Tanggal Efektif 4 Agustes 2025
KEPALA
Disahkan oleh
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS|
ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN DAN o
PEMANFAATAMN DATA Nama SOP : PEMANFAATAN DATA

DASAR HUKLIM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

s

@ ¢h

Undang-Lindang Nomor 23 Tahun 2005
Paraturan Pemerintzh Momar 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Lindang-
Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

aimana talah diubah dengan Undang-Undang Momar 24 Tahun 2013
{entang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kapendudukan

Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 102 Tahun 2019 telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Momor 17 Tahun 2023,

Peraturan Menteri Dalam Neger Nemor 57 Tahun 2021
Faraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023

Paraturan Wallkota Ciretron Nomor 28 Tahun 2021 telah diubah dengan
Peraturan Walikota Cirebron Nomaor 33 Tahun 2021

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 40 Tahun 20@1

[

Pengadminisirasi Umum | SMASME /D3

Kasubag Umum dan Kepegawalan - yang serumpun diutamakan dengan latar belakang
Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi 51 Hukum

Sekretaris | 52 Manajemen/52 Adminisirasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar
belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi 51 Hukum

Ka Dinas : 52 ManajemeniS2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar
belakang Pendidikan 51 Sospol. 1 Ekonomi 51 Hukum

=y

= M

Servar

Komputer Client

Jarngan Komunikasi Data
Hardware dan Software

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan
kependudukan.
Pihak terkait wajib menandatangani Perjanjian Kefasama

Instansi terkait yang akan dilgkukan sefing jaringan Hak PYn Terpusal harus membust
permohonan




NAMA SKPD: DISDUKCAPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
50 AKTIVITAS Ket.
BAGIAN / BIDANG P KT Pereyaratan Waktu Output
Bidang Pengelolaan ) .
; il 1 Instansi/ OPD mengajukan surat
Informasi Administrasi| Pemanfaatan chonan pemanfsatan data .
Kependudukan dan Data Web PN 3 Surat Permohonan 1 hari Surat Permohonan
Bt Bt Seryi kependudukan secara tertulis kepada
bt il Disdukcapil Kota Cirebon
(PIAK)
Disdukcapil Kota Cirebon menerima surat
permohonan pemanfaatan data Di g . -
: isposisi Surat Masuk dan ; Disposisi Surat Masuk dan
kependudukan dari Lembaga Pengguna 2 menit h
dan meneruskan ke Dirjen Dukcapil Surat permohonan Surat permochonan
Kemendagri RI
Dirjen Dukcapil Kemendagri RI )
membarnkan persetujuan atau menolak Gila sural
sisral -, Esatan cll RS du;an Surat Persetujuan / Surat Persetujuan / pemanfaatan data
o o < F e i Penolakan Pemanfaatan 5 bulan Penolakan Pemanfaatan |kependuduka ditolak
dimana persetujuan Dirjen Dukcapil Dat o biarialiii koa
Kemendagri Rl di tindak lanjut dengan e - ) N
L : InstansitOPD
perjanjian kerjasama
Melakukan Koordinasi dengan
InstansifOPD pemohon pemanfaatan data
kependudukan, untuk membahas draf Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kefjasama
perjanjian kerjasama disetujui bersama dan surat perintah Instansi/| 5 Hari dan surat perintah Instansi/
dan menyampaikan draf perjanjian OPD OPD
kerjasama tersebut ke Kabid PIAK untuk
di ferifikasi
: o . Bila di setujui di
Melakukan telaah dan persetujuan atas Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kerjasama |Lamnalikan ke kasi
draf Perjanjian kerjasama dan dan surat perintah Instansi/| 1 Hari dan surat perintah Instansi/ 4o i intuk
mengirimkan kembali ke Kepala Dinas OPD OPD dilakukan perbaikan
Disdukeapil Kota Cirebon dan L : G :
: p Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kerjasama
Dt AOPD) prtOn N pemanfaat_an dan surat perintah Instansi/ 1 Hari dan surat perintah Instansi/
data kependudukan menandatangani OPD OFD
perjanjian kerjasama
) . Draf petunjuk Juknis Draf petunjuk Juknis
:ﬁ:"l;i::tT:;ﬂ;u:‘:r:::::;;::“;:imn Pemanfaatan data, surat 5 Hari Pemanfaatan data, surat
SI;T:IM 189 menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan dan
SPTIM SPTJM




MUTU BAKU

BAGIAN / BIDANG SOP AKTIVITAS e Wakiu Output Ket.
Disdukcapil Kota Cirebon menarima
permohonan pemanfaatan data Draf PKS dan Juknis Draf PKS dan Juknis
8 kependudukan disertai PKS, Juknis Pemanfaatan data, surat 1 Hari Pemanfaatan data, surat
Pemanfaatan data, surat menjaga menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan dan
Kerahasiaan dan SPTJM dari SPTJM SPTIM
instansi/Opd pengguan
D I s | Cestre deri:dulgis Naskah PKS dan Juknis
penmohonan  Surat tugas, PK.S‘ Y Pemanfaatan data, surat ; Pemanfaatan data, surat
] Pemanfaatan data, surat menjaga : 1 Hari :
: e menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan dan
Kerahasiaan dan SPTJM ke Dirjen SPTIM SPTIM
Dukcapil Kemendagri Rl
Dirjen Dukcapil Kemendagri RI
memberikan persetujuan atau menolak Bila surat
surat pemanfaatan data Kependudukan Surat Persetujuan / Surat Persatujuan / pemanfaatan data
10 | dimana persetujuan Dirjen Dukcapil Penolakan Pemanfaatan 1 bulan Penolakan Pemanfaatan  |kependuduka ditolak
Kemendagri BRI di tindak lanjut dengan Data Data di beriakn ke
permohonan User ID Development dan Instansi/OPD
Admin
Disdukcapil Kota Cirebon menerima surat
User |D Development dan Admin dari User ID Development dan i e i
11 | Dirjen Dukcapil Kemendagri Rl dan Admin pemanfaatan Data | 1Hari [ °°' T
menyerahkan kepada instansi/ OPD Kependudukan Pl
pengguna
Lembaga pengguna menyediakan aplikasi
12 dan Koneksi jaringan berupa Lan/ VPN jaringan, Komputer, VPN 1 Hari Akses Data Dukcapil
yang terkoneksi ke Disdukcapil
Laperan menitering, evaluasi Kepada
13 | Kemendagri dan Lembaga memberikan Dokume dan data Balikan 3 bulan Dokumen dan data Balikan
data balikan kepada Disdukcapil

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

3. SOP : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap S0P
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperiukan




PEMANFAATAN DATA WEE SERVICE

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN InstansiiOPD But Noundiehes | | Dulicap
i Kepala Dinas Kabid PIAK knr]ar:w “:i“ dan Kemendagrl RI Perangkapan Waktu Output
1 2 3 4 B ] T B 9 10
Instansi/ OPD mengajukan surat permohonan
1 pemanfaatan data kependudukan secara lertulis M‘ Surat Permohonan 1 hari Surat Permchonan
kepada Disdukcapil Kota Cirebon
Penalakan
Disdukcapil Kota Cirebon menerima surat
permohonan pemanfaatan data kependudukan dari : e ;
2 Lembaga Pengguna dan meneruskan ke Dinen Disposisi Surat Masuk 2 menit Surat Permaohonan
Dukeapil Kemendagri Rl
Dirjen Dukcapil Kemendagri RI memberikan Bk
persetujuan atau menclak surat pemanfaatan data . D i
3 Kependudukan dimana persetujuan Dirjen Dukeapil )0 Sk 5Bulan | Surat Permchonan
Kemendagri RI di tindak lanjut dengan perjanjian
kerjasama
Melakukan Koordinasi dengan Instansy'OPD
pemohon pemanfaaten data kependudukan, untuk Surat Persetujuan / Surat Persetujuan /
4 membahas draf parjanjian kerjasama disetujui % Penolakan Pemanfaatan | 15 menit | Penolakan
bersama dan menyampaikan draf peranjian Data Pemanfaatan Dala
kerasama tarsebut ke Kabid PIAK untuk di ferifikasi Penolak
Melakukan telaah dan persetujuan atas draf Draf Perjanjian E:?f P‘““ﬁ -
5 Farjanjian kerjasama dan mengirimkan kembali ke %‘ kerjasama dan sural 1 Hari manﬂan il
Kepala Dinas perintah Instansil OPD per
i OPD
Perseujuan
Disdukcapil Kota Cirebon dan instansyOPD Draf Perjanjian i
& | permenonan pemanfaatan data kependudukan kerjasama dan surat 1 Hari &1l ik Inst:r;si:fl
menandatangani perjanjian kerjasama perintah Instansi/ OPD gi"n
2 Draf Peranjian
i Menyusun petunjuk Juknis Pemanfaatan data, surat I:I'ra_f B : kernasama dan surat
; menjaga Kerahasiaan dan SPTJM KT R0 B e perintah Instansi/
parintah Instansy’ OPD OPD




KEGIATAN

PELAKSAMNA

InstansVOPD
pangguna

Kepala Dinas Kabid PIAK

Sub Koordinater

kerjama sama dan
Inovasi

Dukcapil
Kemendagri RI

Perlengkapan

Dutput

F]

Disdukecapil Kola Cirabon menerima permohonan
pemantaatan data kependudukan disertai PKS,
Juknis Pemanfaatan data, surat menjaga
Kerahasiaan dan SPTJM dari instansi/Opd
pengguan dan menerJskan permohonan ke Diren
Dukcapil Kemeandagn Rl

10

Penolakan

Draf petunjuk Juknis
Pemanfaatan data, sural
menjaga Kerahasiaan
dan SPTJM

1 Hari

Draf petunjuk Juknis
Pemarnfaatan data,
sural menjaga
Kerahasiaan dan
SPTIM

Dirjen Dukcapil Kemendagr RI memberikan
persetujuan atau menolak surat pemanfaatan data
Kependudukan dimana persetujuan Diren Dukcapil
Kemendagri RI di tindak lanjut dengan permohanan
User ID Development dan Admin

Persetujuan

Surat Persetujuan /
Penclakan Pamanfaatan
Data

1 bulan

Surat Persetujuan /
Penalakan
Pemanfaalan Data

10

Disdukcapil Kota Cirebon menerima surat User 1D
Development dan Admin dari Dirjen Dukcapil
Kemendagri Rl dan menyerahkan kepada instansi/
OPD pengguna

User ID Development
dan Admin pemanfaalan
Data Kepandudukan

1 bulan

user |d dan Pasword
web portal

1

Lembaga pengguna menyediakan aplikasi dan
Koneksi jaringan berupa Lan/ VPN yang terkonaksi
ke Disdukcapil

jaringan, Komputer, VEMN

1 Hari

Akses Data
Dukcapil

12

Laporan monitoring, evaluasi Kepada Kemendagri
dan Lembaga memberikan data balikan kepada
Disdukcapil

Dokume dan data
Balikan

& Bulan
dan 12
bulan

Dokurmen dan data
Balikan

1. Mama SKPD - tuliskan nama SKPD termpat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja termpat S0P di buat
3. Nomor 50P; tuliskan nomor prosedur yang di S0P kan

4. Tanggal Pembuatan - tuliskan tanggal pertama kali SOF dibuat
5_Tanggal revisi: tuliskan tanggal S0P direvisi

6. Tanggal efektit : tanggal mulal diberlakukan S0P

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
8. Nama SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

g, Dasar Hukurn * tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasar prosedur

10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permadalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel ; tullskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenal daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang periu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2

16, Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam keglatan yang distandarkan [urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
17, Mustu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperiukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperiukan
19, Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

-DD::I'];
)

D

N

*—.—-—




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANFAATAN DATA WEB PORTAL

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON | Nomor SOP 000.8.3 4/SOP P-02/DUKCAPIL/2028
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
22
PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan Agustus 2025
Tanggal Revisl 4 Agustus 2026
Tanggal Efektif 4 Agustus 2026
KEPALA DIM DAN PENCATATAN SIPIL
Disahkan oleh |'r|
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI -, Fér Ry
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KL =
PEMANFAATAN DATA Nama SOP : PEMANFAATAN DATA mw@ﬁ /
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008

Pengadministrasi Umum : SMA/SME / D3

2. peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kasubag U d avwalarn : n diutamakan \atar helaka
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang z. bag Umum dan Kepag - yang serumpl dengan liter g
Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi 51 Hukum
Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5, Peraturan Menteri Dalam _Naguﬂ Momar 102 Tahun 2019 leiah diubah 3, Sekretaris - 52 Manajemen/S2 Adminisirasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar
dengan Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 17 Tahun 2023; belakang Pendidikan S1 Sospal, S1 Ekonomi,S1 Hukum
4. Peraturan Manter Dalam MNegeri Nomor 57 Tahun 2021
5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor B Tahun 2016 4. Ka. Dinas : 52 Manajermen/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar
lakang Pendidi 1 I, 51 Eko 151 H
8 Paratucan Doarsh Kote C3 ¢ 4 Taluin 2035 belakang Pendidikan 51 Sospol, 5 AomiS1 Hukum
+  Paraturan Walikota Cirebon Momor 26 Tahun 2021 telah diubah dengan
" Peraturan Walikota Cirebon Nomor 83 Tahun 2021
B.  peraturan Walikota Cireben Nomor 40 Tahun 2021
SOP kasekratarialan 1. Server
2. Komputer Client
3. Jaringan Komunikasi Data
4. Hardware dan Software

e

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1

2

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan
kependudukan.

Pihak terkait wajib menandatangani Peranjian Kerjasama

instansi terkait yang akan dilekuken sefing jarngan Hak P\n Terpusat harus membual
parmahanan




NAMA SKPD: DISDUKCAPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
IDANG SOP AKTIVITAS Ket.
BAGIAM Persyaratan Waktu Qutput
Bidang Pengelolaan ; i
. i . Instansi/ OPD mengajukan surat
Informasi Administrasi| Pemanfaatan
permohonan pemanfaatan data .
g:.pnzr;df :';:I::B :;n gﬂa:i;:eb kependudukan secara tertulis kepada Surat Permohonan 1 hari Surat Permohonan
Disdukcapi irebo
(PIAK) isdukcapil Kota Cirebon
Disdukcapil Kota Cirebon menerima surat
permohonan pemanfaatan data i i ) -
kependudukan dar Lembaga Pengguna gﬁg‘:ﬁls' S:;a;nl'::suk don 2 menit grrifsgiiunﬂn?ﬁWH o
dan meneruskan ke Dirjen Dukcapil Lk
Kemendagri Rl
E-IE::I;E#::: ﬂiﬁtﬁ:nﬂggﬂmak A WRI
snirot asanfan duts KanenHdukEn Surat Persetujuan / Surat Persetujuan / pemanfaatan data
s e y I ey IE Penolakan Pemanfaatan 5 bulan Penclakan Pemanfaatan |kependuduka ditolak
dimana persetujuan Dirfjen Dukcapil AR
Kemendagri RI di tindak lanjut dengan Gl Dets bbb
bz J e InstansifOPD
perjanjian kerjasama
Melakukan Koordinasi dengan
Instansi/OPD pemohon pemanfaatan data
kependudukan, untuk membahas draf Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kerjasama
perjanjian kerjasama disetujui bersama dan surat perintah Instansif| 5 Hari dan surat perintah Instansi/
dan menyampaikan draf perjanjian OPD OPD
kerjasama tersebut ke Kabid PIAK untuk
di ferifikasi
. ) o _ Bila di setujui di
Melakukan telaah dan persetujuan atas Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kerjasama |, . halikan ke kasi
draf Perjanjian kerjasama dan dan surat perintah Instansi/ 1 Hari dan surat perintah Instansil {e - otk
mengirimkan kembali ke Kepala Dinas OPD OPD dilakukan perbaikan
Disdukeapil Kota Cirebon dan i i e '
: ; Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kerjasama
instansVOPD permohanan pemanfaa’EaH dan surat perintah Instansi/| 1 Hari dan surat perintah Instansi/
data kependudukan menandatangani
R A OPD OPD
perjanjian kerjasama
) . Draf petunjuk Juknis Draf petunjuk Juknis
Menyusun patumuk Juknis Pgmanfaatan Pemanfaatan data, surat ; Pemanfaatan data, surat
data, surat menjaga Kerahasiaan dan : : 5 Hari ; i)
SPTIM menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan dan
SPTJM SPTJM




BAGIAN /| BIDANG SOoP AKTIVITAS B e Ket
Persyaratan Walktu Qutput :
Disdukcapil Kota Cirebon menerima
permohonan pemanfaatan data Draf PKS dan Juknis Draf PKS dan Juknis
kependudukan disertai PKS, Juknis Pemanfaatan data, surat . |Pemanfaatan data, surat
8 A : 3 1 Hari : :
Pemanfaatan data, surat menjaga menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan dan
Kerahasiaan dan SPTJM dari SPTJM SPTJM
instansi/Opd pengguan
Disdukcapil Kota Cirebon meneruskan i :
permohonan surat tugas, PKS, Juknis Draf PKS dan Juknis Maskah PKS dan Juknis
: Pemanfaatan data, surat : Pemanfaatan data, surat
9 Femanfaatan data, surat menjaga . ; 1 Hari ; ;
. o menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan dan
Kerahasiaan dan SPTJM ke Dirjen SPTIM SPTIM
Dukcapil Kemendagri Rl
Dirjen Dukcapil Kemendagri RI
memberikan persetujuan atau menolak Bila surat
surat pemanfaatan data Kependudukan Surat Persetujuan / Surat Persetujuan / pemanfaatan data
10 | dimana persetujuan Dirjen Dukcapil Panolakan Pemanfaatan 1 bulan Penolakan Pemanfaatan |kependuduka ditolak
Kemendagri Rl di tindak lanjul dengan Data Data di beriakn ke
permohonan User ID Development dan InstansifOPD
Admin
Disdukcapil Kota Cirebon menerima surat
User ID Development dan Admin dan User ID Development dan
1 Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Admin pemanfaatan Data 1 Hari usan;:d dan Pasword weh
menyerahkan kepada instansi’ OPD Kependudukan o
pengguna
Lembaga pengguna menyediakan aplikasi
12 dan Koneksi jaringan berupa Lan/ VPN jaringan, Komputer, VPN 1 Hari Akses Data Dukcapil
yang terkoneksi ke Disdukcapil
Laporan monitoring, evaluasi Kepada
13 | Kemendagri dan Lembaga memberikan | Dokume dan data Balikan 3 bulan Dokumen dan data Balikan
data balikan kepada Disdukcapil
Petunjuk Pengisian

1. Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

3. SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP

5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PEMANFAATAN DATA WEB SERVICE

PELAKSAMNA MUTU BAKU
Mo, KEGIATAN InstansilOPD Sub Koordinalor I
pe i Kepala Dinas Kabid PIAK MII':'I:‘:::I dan | - :I” A Ri Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 8 7 8 2 10
Instansi/ OFD mengajukan surat permohonan
1 pemanfaatan data kependudukan secara tertulis Surat Permohonan 1 hani Surat Permohcnan
kepada Disdukcapil Kota Cirebon
Penolakan
Disdukcapil Kota Cirabon menerima surat
permohonan pemanfaatan data kependudukan dari : z :
2 Lembaga Pengguna dan meneruskan ke Diren Disposisi Sural Masuk 2 menit Surat Permohonan
Dukcapil Kemendagri Ri
Dirjen Dukcapil Kemendagri RI memberikan Bk
persetujuan atau menolak surat pemanfastan data v Surat honan den
3 Kependudukan dimana persetujuan Dirjen Dukcapil )0 Sitiieant 5Bulan | Surat Permohonan
Kemendagri Rl di tindak lanjut dengan perjanjian
kerasama
Malakukan Koordinasi dengan InstansilOFD
pemohan pemanfaatan data kependudukan, untuk Surat Persetujuan / Surat Persetujuan /
4 membahas draf pananjian kerjasama disetujui ﬁ* Penolakan Pemanfaatan | 15 menit | Penolakan
bersama dan menyampaikan draf perjanjian — Data Pemanfaalan Dala
keriasama tersebut ke Kabid PIAK untuk di ferifikasi Penolakan
Melakukan telaah dan persetujuan atas draf Draf Perjanjian o ::g:“g:;" b
5 | Perjanjian kerjasama dan mengirimkan kembali ke kerjasama dan surat 1 Hari fm ey
Kepala Dinas perintah Instansi' OFD e
OPD
Disdukcapil Kola Cirebon dan instansi/OPD Diraf Parjanjian E?;:;;];"g: L
[ permaohonan pemanfaatan data kependudukan m‘ kerjasama dan surat 1 Hari ?‘m Inetanei/
menandatangani perjanjian kerpasama perintah Instansif OFD E:JD
= Draf Perjanjian
Memyusun petunjuk Juknis Pemanfaatan data, surat Dm.' DR g kerjasama dan surat
i menjaga Kerahasiaan dan SPTJM ROTjanval i Surm L penntah Instansif
perintah Instansif OPD OPD




KEGIATAN

InstansilOPD

Kepala Dinas

Sub Koordinator
kerjama sama dan
Inovasi

Dukcapil
Kemendagri Rl

Parengkapan

Waktu

Output

]

10

Dizdukcapil Kota Cirebon menerima permohonan
pemanfaatan data kependudukan disertai PKS,
Juknis Pernanfaatan data, sural menjaga
Kerahasiaan dan SPTJM dari instansiiOpd
pengguan dan meneruskan permohcnan ke Dirjen

Penolakan

Draf patunjuk Juknis
Pemanfaatan data, sural
rmanjaga Kerahasiaan
dan SPTJM

1 Hari

Drraf petunjuk Juknis
Pemanfaatan data,
surat menjaga
Kerahasiaan dan
SPTIM

Dukcapil Kﬂmeﬂ_dairi Rl

Dirjen Dukcapil Kemendagri RI memberikan
perselujuan atau menolak surat pemanfaatan data
Kependudukan dimana persetujuan Dirjen Dukcapil
Kemendagri Rl di tindak lanjut dengan permohanan
User ID Davelopment dan Admin

Persetujuap

Surat Persetujuan f
Penolakan Pemanfaatan
Dala

1 bulan

Surat Persetujuan /
Penolakan
Pemanfaatan Data

Disdukcapil Kota Cirebon menenma surat User 1D
Development dan Admin dari Difjen Dukcapil
Kemendagri Rl dan menyerahkan kepada instansi/
OPD pengguna

User ID Development
dan Admin pemanfaatan

Data Kependudukan

1 bulan

user |d dan Pasword
wab portal

Lembaga pengguna menyediakan aplikasi dan
Koneksi jaringan berupa Lan/ VPN yang terkoneksi
ke Disdukcapil

jaringan, Komputer, VPN

1 Hari

Akses Data
Dukcapil

Laporan monitoring, evaluasi Kepada Kemendagri
dan Lembaga memberikan data balikan kepada
Disdukcapil

Dokume dan data
Balikan

& Builan
dan 12
bulan

Dokumean dan data
Balikan

[ n

1, Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan narma unit kerja tempat S0P di buat
3, Momar S0P tuliskan nomar prosedur yang di SOP kan

4, Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi

fi. Tanggal efeklif : tanggal mulai diberlakukan SOF

7. Disahkan oleh ; pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
8. Mama S0P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

5. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenal kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang m ungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12, Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13, Peralatan dan perlengkapan - tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14, Pencatan dan Pendataan : memuat berbagal hal yang perlu didata dan dicatat cleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah dildentifikasi di Form 2
16. Palaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesual dengan urutan aktivitash
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperl ukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18, Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperiukan
18, Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SINKRONISAS| DATA PENDUDUK PERMINTAAM ORGANISAS|I PEMERINTAH/SWASTA/NON PROFIT

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momaor SOP 000.8.3 4/'SOP_P-DVDUKCAPIL2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agusius 2025
Tanggal Revisi 4 Agustus 2026
Tanggal Efektif 4 Agustus 2026
KEPALA DI
Disahkan oleh
=
-
FORMAS! ADM KAN DAN e, Jak
IN| A K NOUDUKAN - - -
BIDANG PENGELOLAAN - FMTAr':rgiIiASI EFPENDU T SINKRONISASI DATA F}EMTJQDL[[(H R =%
it - PEMERINTAH/SWASTA/NON PROFIy O 7

——

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik

Peraturan Presiden Momaor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipll

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Momor 15 Tahun 2014 tentang
Padaman Standar Pelayanan.

5 Peraturan Maenteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

g Peraturan Daerah Nomar 15 Tahum 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan
Pemerintah Kota Cirebon.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Momar 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

. Administrator Data Base: D3/S1 Komputer/S1 TI

Kepala Seksi Pengolahan dan Pamanfaatan Data Kependudukan : yang serumpun diutamakan
dengan latar belakang Pendidikan 51 Sospel, 51 Ekonomi, 51 Hukum

Kepala Bidang Pengelclaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data - 52
Manajeman/S2 Administrasi Publik/S2 vang serumpun diutamakan dengan latar balakang
Pendidikan 51 Komputer ,51 Sospol, 51 Ekenomi, 51 Hukum

4 Ka. Dinas : 52 Manajemen/S2 Administrasi Publik/52 yang serumpun diutamakan dengan latar

balakang Pendidikan 51 Sospod, 51 Ekonomi, 51 Hukum

KETERKAITAN PERALATAN | PERLENGKAPAN
- S0P Pelayanan Permohanan Data - Data Base Kemendagrn
- Komiputer
- Lembar Kesja
- ATK,

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Keterlambatan informasi
2. Pengadministrasi surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat wakiu

- Pengarsipan




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
| BIDANG S0P AKTIVITAS
BhGIAN Persyaratan Waktu Output
Bidang Pengelolaan |  sinkronisasi Data
Informasi Administrasi| penduduk
Kependudukan dan Parmintaan Menerima sural permohonan sinkronisasi data ) ——
Pemanfaatan Data | Qrganisasi 1 | penduduk, mendisposisikan kepada Kabid PIAK | SUrat Permohanan Tomarli  [DBpaskzuren
Pemerintah/Swasta,
Mon Profit

Manerima disposisi Kadis, memerintahkan Kasi
2 untuk menelaah dan memberikan data penduduk Surat Permohonan 10 menit  |Disposisi surat
yang sudah di sinkronisasi

Menerima disposisi surat parmohonan sinkronisasi
data penduduk, menunjuk petugas uniuk

3 melakukan sinkroniasi dan venfikasi data, SN tement | Disgtsns
membuat jawaban tertulis hasil pengolahan data.
4 ADB melakukan Sinkronisasi dan Verifikasi Data Surat Permohonan 60 menit Data penduduk

ADE memberikan hasil sinkronizasi dan verifikasi
5 data, Kasl mambuat jawaban tertulis hasil Data Penduduk 10 menit Surat Balasan
sinkronisasi dan verifikasi data.

Mengoreksi surat balasan permohonan )
& sinkronisasi data penduduk Surat Balasan 10 menit Sural Balasan
Penandatanganan surat balasan permohonan .
7 ainkrcnieasi data pendudid Sural Balasan 5 menit Surat Balasan
8 Penginman Surat Balasan Surat Balasan 10 menit Surat Balasan

Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOF dibuat

2. Baglan/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

3, 50P : tuliskan nama SOP yang akan dildentifikasi

4, Aktivitas ; rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan darl mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap s0p

5, Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




SINKRONISAS| DATA PENDUDUK PERMINTAAN ORGANISASI PEMERINTAH/SWASTA/NON FROFIT
PELAKSAMA MUTU BAKLU
Ho. KEGIATAN Pemaohon Kepala
o Kepala Dinas Bid Kepala Seksi .MEIE- Pedengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 B T B 9 10
A

Menerima sural permehonan sinkronisas! data LD_ ) .

1 uk, mendisposisikan k a Kabid PLAK Surat Permohonan 10 menit [iaposisi surat
Menerima disposis Kadis, memerintahkan Kasi untuk

2 menelaan dan memberikan data penduduk yang sudah Surat Permohonan 10 menit Drisposisi sural
di sinkronisasi
Menerima disposisi sural permohaonan sinkronisasi data
penduduk, menunjuk petugas untuk malakukan J ;

3 sinkroniasi dan verifkasi data, membuat )8 Suratl Permohonan 10 menit Disposish surat
tertulis hasil pengolahan data.

4 ADE melakukan Sinkronisasi dan Verifikasi Cata Komputer, DKB &0 menit Data penduduk
ADE memberikan hasil sinkronisas! dan verifikasi data,

-] fasi membual jawaban tertulis hasil sinkronisasi dan [ata Penduduk 10 menit Surat Balasan
verifikas datg.

6 Lﬂ:gﬂpﬁ:; :;rat balasan permohonan sinkronisasi D‘__ Surat Balasan 10 menit Surat Balasan
Panandatanganan surat balasan permohonan £

7 si isas| data penduduk D‘ Surat Balasan 5 menit Surat Balasan

L
B Pengiriman Surat Balasan - fl’j Surat Balasan 10 menit Surat Balasan

|Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja termpat S0P di buat
3. Momar 50P: tuliskan nomor prosedur yang di SOF kan
4. Targgal Pembuatan - tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat
I 5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi
B. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan SOP
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
8. Nama S0P : tuliskan nama S0P yang akan dlidentifikasi
& Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10, Keterkaitan - tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang te rjadl ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
I 12. Kuallfikasi persenel ! tliskan mengenal kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat aleh setiap pegawal yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesual dengan urutan aktivitas)
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperiukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18, Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperiikan
19, Gambar Flowchart dan alur kegialan yang distandarkan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SINKRONISASI DAN VERIFIKAS| DATA PENDUDUK PERMINTAAN PRIBADI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Nomor SOP 000.8 3 4/SOP P-04/DUKCAPILI2028
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Fembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 4 Agustus 2026
Tanggal Efektif 4 Agustus 2026
KEPALA DI
Disahkan oleh
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS! ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA Nama SOP : SINKRONISASI DAN uEmFIKAg{,nﬁatpsﬁpLW PERMINT‘AN PRIBADI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik

Paraturan Presiden Momor 38 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

3 Peraturan Menter Dalam Megen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Fendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

5 Peraturan Menter Dalam Meger No,85 Tahun 2018 tertang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

g Peraturan Daerah Nomer 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyslenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan

Pemarintah Kota Cirabon.

Peraturan Daerah Kota Cirabon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

. Administrator Data Base: D3/51 Komputer/S1 TI

. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Date Kependudukan : yang serumpun divtamakan

dengan |atar belakang Pendidikan 51 Sospod, 51 Ekonomi,51 Hukum
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminisirasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data : 52

* Manajemen/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dangan |atar batakang

Pendidikan $1 Komputer .51 Soapol, 51 Ekonormi, 51 Hukum

Ka. Dinas . 52 Manajemen'S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun dwlamakan dengan latar
belakang Pendidikan 51 Sospol, 31 Ekonomi, 51 Hukum

KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGKAPAN
- SOP Pelayanan Permohonan Data = Data Base Kemendagri
= Komputer
= Lembar Kerja
- ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan infarmasi - Pangarsipan

2. Pengadministrasi surat masuk fidak terfib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREEON

MUTU BAKU
BAGIA DAN SoOP AKTIVITAS
P o Persyaratan Wakitu Cutput
ﬁ:fiﬂ"'ﬂ Fi&:g:'hmnisu; e Sinkronisasi dan Pemohon datang langsung ke Kantor Disdukcapil,
KnpﬁndE uds iion dar Verifikasi Data 1 rnenyam.palhm permaehonan s_mh;mms-ﬂm dan Dnhurner! kepen dudukan & manit Data penduduk
P o nden Thats Penduduk verfikasi data ke Penanggungjawab pelayanan yang dimiliki
bbb Parmintaan Pribadi {MOD)
Penanggungjawab pelayanan (MOD) Dokumen kependudukan ,
* mengarahkan pemohon kepada ADB yang dirmiliki Smenit  |Data penduduk
ADE memberikan layanan pada pemohon dengan
melakukan Sinkronisasi dan Verifikasi Data ke
3 pusat. Apabila data pemohaon tidak D:_Ik,u;r:mlmpandudukan 15 menit  |Data penduduk
sesuailbermasalah maka ADB merekomendasikan | Yo 9
ke bidang pelayanan terkait
Bidang pelayanan terkait memberikan layanan Dokumen kependudukan "
* lanjutan kepada pemohon sesual arahan dan ADB | yang dimilki 30 menit Data pendudu
Pamaohon telah mendapatkan pelayanan sesusi :
] k dik
-] dengan p i ata Penduduk yang valid 5 menit Data pandu

Petunjuk Pengisian
1. Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. S0P : tulickan nama SOP yang akan diidentifikasi

A, Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap 50P

5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




SINKROMNISASI DAN VERIFIKASI DATA PENDUDUK PERMINTAAN PRIBADI

PELAKSANA MUTU BAKLU
No. KEGIATAM Ket.
PEMONON |Petugas MOD|  ADB  |Kepala Seksi Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 [ 8 ] 10 11
Pemohon datang langsung ke Kantor Disduscapi, Dokumen
1 ratyampalkan permohonan sinkronisasi dan verifikasi kepandudukan yang | 5 menit Data penduduk
data ka Penanggungjewab pelayanan (MOD) dimnikiki
: Dokumen
Penanggungjawab pelayanan (MOD) mengarahkan .l } ;
2  kepada ADB kapgndudukan YENg 5 menil Data panduduk
pemoho dimifiki
ADB memberikan layanan pada pemohon dengan é R
medakukan Sinkronisasi dan Verifikasi Data ke pusat
3 Apabila data pemohon tidak sesuaiibermasalah maka ;mli:ludukan yang | 15 manit Data penduduk
ADB merskomandasikan ke bidang petayanan lerkait
Eidang pelayenan ferkait memberikan layanan lanjutan E
4 kepada pemohon sesuai arshan dari ADB Komputer, DKB 30 menit Data penduduk
Pemobon telah mendapatkan pelayanan sesuai dengan é Data Penduduk yang| ’
5 permahonan @ valid 5 menit Data panduduk
Petunjuk Pengisian

1. Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3. Nomar 508 tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan

4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat

5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi

6. Tanggal efektif : tanggal mulal diberlakukan SOP

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

8. Mama S0P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

9, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10. Keterkaitan : tullskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain vang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenal kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutubkan

14, Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15. Akkivitas : rincian tahapan aklivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2

16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam keglatan yang distandarkan [urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17. Mutu Baku - tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperiukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

19. Gambar Flowechart dan alur kegiatan yang distandarkan

Tidak
l Ya




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITAS| DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momor SOP 000.8.3 4/SOP P-0S/DUKCAPILIZ026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Rewisi 4 Agustus 2028
Tanggal Efektif 4 Agustus 2026
KEPALA DI
Digahkan aleh
BIDANG PENGELOLAAM INFORMASI ADMIMNISTRASI KEPENMDUDUKAN DAN ATl #9003 [
PEMANFAATAN DATA Nama SOP : FASILITASI DATA AGREGAT KERERDTOHIAN 2
—_—

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Momaor 25 Tahun 2008 tentang Pelayan Publik

Peraturan Presiden Momar 86 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

5 Peraturan Menteri Dalam Meger Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

4 Paraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Momar 15 Tahun 2014 Ientang
Pedoman Standar Pelayanan

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kepandudukan

g Peraturan Daerah Nomar 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan
Pemerintah Kola Cirebon.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemer 4 Tahun 2023 tentang Penyalenggaraan Administrasi
Kependudukan,

. Administrator Data Base: D3S1 Komputer’S1 TI

. Kepala Seksi Pengolahan dan Pamanfaatan Data Kependudukan © yang serumpun divtamakan
dengan latar belakang Pendidikan 51 Sespol, 51 Ekenomi.51 Hukum

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data - 52
- Manajemen/52 Adminstrasi Publik/S2 yang serumpun divtamakan dengan latar belakang
Pendidikan 51 Komputer .51 Sospol, 51 Ekonomi 51 Hukum

4 Ka Dinas : 52 Manajemen/S2 Administras Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar

belakang Pendidikan S1 Sospol, 51 Ekonami, 51 Hukum

KETERKAITAN PERALATAN | PERLENGKAPAN
- S0P Panyusunan Agregat Kependudukan - Data Base Kemendagri
- Komputer dan Jaringan
- Lembar Kerja
- ATK

PERINGATAN

"PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Keterlambatan informasi
2 Pengadminkstrasi surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu

- Pengarsipan




NAMA SKPD :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
BAGIAN ! BIDANG SOP AKTIVITAS —_— Waktn Gutput

Bidang Pengelolaan Fasilitasi Data Menerima sural permohonan data agregat
Informasi Administrasi Agregat 1 kependudukan, mendisposisikan kepada Kabid Surat Permohonan 10menit | Disposisi surat
Kependudukan dan Kependudukan FlAK
Pemanfaaten Data Menerima disposisi Kadis, memerintahkan Kasi

2 untuk menelaah dan memberikan data agregat Surat Permchonan 10menit | Disposisi surat

kependudukan

Menerima disposisi surat permchonan data
pendudulk, Jika disefujui, menunjuk petugas untuk
melakukan pengolahan data agregat " -

3 i al jawaban tertulls hasil Surat Permghonan 10 menit | Disposisi surat
pengolahan data. Jika ditolak membuat jawaban
tertulis penolakan permohonan.

d ADB melakukan Pengolahan Data Surat Permohonan B0 menit Data panduduk
5 ﬁﬂ;::l mﬁiﬁnnr::ﬂﬁ: :ﬂ::‘m :;;:;E:;m Data Penduduk 10 menit Surat Balasan
6 i‘;ﬁ“ﬁ;‘ﬁﬂ:ﬁ” PRS0 o Surat Balasan 10mentt | SuratBalasan
7 xﬁmﬂuﬁ? balasan permohonan dald | ¢, ot Balasan Smenit | SuratBalasan
] Pengiriman Surat Balasan Surat Balasan 10 menit Surat Balasan

Petu P an

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3, 50P : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses keglatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP

5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




FASILITAS| DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN

PELAKSAMNA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kat.
Pemohon |, naia Dinas| "®P2  lkopala seksi|  ADB Perlengkapan Waktu Output
Data Bidang
1 2 3 4 5 ] T ] 9 10 1"
(W

Menerima surat permohonan data agregat kependudukan, LD_ : T

1 mendisposisikan kepada Kabid PIAK Surat Permohonan 10 menit Disposisi surat
Menerma disposisi Kadis, memeriniahkan Kasl untuk

2 sranalish din berikan data agregat kependudukan Surat Permohonan 10 menit Disposisi surat
Menerima disposisi surat permohonan data penduduk, Jika
disetujui, menunjuk petugas untuk melakukan pengolahan

3 data agregat kependudukan, membuat jawaban tertulis hasil | disetujui Surat Permohonan 10 menit Disposisi surat
pangolahan data. Jika ditolak membuat jawaban tertulis
penclakan permohonan.

4 | ADB melakukan Pengotahan Data ditolak Komputer, DKB 60 menit Data penduduk
ADE memberikan hasi pengolahan data, Kasi membuat

5 jawaban tertulis hasil pengalahan data. Data Penduduk 10 menit Surat Balasan

s | Mengoreksi surat baiasan permohanan data agregat :}‘_] il Bdiaga s S Bt
kependudukan

- Penandatanganan surat balasan permohanan data agregat m‘ St Hbania = sl Gaval Bialaan
kepandudukan

L
8 Pangiriman Surat Balasan Ij( D Surat Balasan 10 menit Sural Balasan

Petunjuk Pengisian
. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat

. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

. Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan

. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat

Tanggal revisi; tuliskan tanggal S0P direvisi

. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan S0P

. Dizahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

. Nama S0P : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12, Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikas! pegawal yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13, Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawal yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15. Aktivitas ; rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Ferm 2

16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelenghkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

18, Gambar Flowchar dan alur kegiatan yang distandarkan

e [ B ] - i
- o O Dll——l <&

D00 w0 LN B W Pa

Ya




STAMDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Nomor S0P 0008 3. 450P P-0BDUKCAPILR2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 4 Agustus 2026
Tanggal Efektif 4 Agusius 2026
KEPALA DINAS
Disahkan obeh
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN \ ! o
DAN PEMANFAATAN DATA Nama SOP : PENYEDIAAM |NFOHMA‘$W%§QD*P¢WS%ASTARMAT

L4

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013 tertang Administrasi Kependudukan

2. Kepras Momor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
3. Peraturan Menter Dalam Neger Ma. 85 Tahun 2010 tentang

4. Peraturan Menten Dalam Megeri Mo_ 85 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan

5 PERDA Mo. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Adminisirasi Kependudukan

&. Peraturan Walikota (PERWALD Kota Clrebon Nomar 93 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Walikola
Cirebon Mamor 26 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cireban

Adminisirator Data Base: DWS1 Komputer/S1 T

. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Dala Kependudukan : yang serumpun diutamakan

dengan |atar belakang Pendidikan 51 Sospod, 51 Ekanomi,51 Hukum

. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data : 52

Manajemen/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang
Pendidikan 51 Komputer 51 Sospol, 51 Ekanomi, 51 Hukum

Ka. Dinas ;| 52 Manajemen/52 Administrasi Publik’52 yang serumpun divtamakan dengan latar
belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi, 59 Hukurn

KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGKAPAN
- SOP PENYEDIAAN INFORMAS| YANG DAPAT DIAKSES i
MASYARAKAT - Data Base Kemendagn

- Komputer dan Janngan

- Lembar Kerja

- ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Ketertambatan informasi
2. Pengadministrasi surat masuk tidak terib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat wakiu

- Pengarsipan




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
BAGIAN | BIDANG SOP AKTIVITAS Ket.
Persyaratan Walktu Output
Memberi bahan informasi untuk dapat diakses i Konsep informasi yang
FENYEDIAAN

BIDANG bpbicrosydo masyarakat kepada Pengelola WEB/EDITOR | Server. Informasiterbary | - 30menit | .o yiakses masyarakat | o
PENGELOLAAN YANG DAPAT
INFORMASI DIAKSES Pengolahan bahan/ data yang akan diakses Server, Konsep informasi : Konsep informasi yang
ADMINISTRASI MASYARAKAT masyarakat yang dapat diakses 120 menit dapat diakses masyarakat
KEPENDUDUKAN masyarakat
DAN PEMANFAATAN
DATA Koreksi dan masukan Pimpinan jika ada koreksi Konsep informasi yang 80 menit Konsep informasi yang

kembali lagi ke Pengelola Web/Editor dapat diakses masyarakat dapat diakses masyarakat

Persetujuan Informasi yang dapat diakses Konsep Informasi yang akan 60 menit Informasi yang siap diakses

masyarakat diakses masyarakat masyarakat

Manayangkan informasi yang dapat diakses . G i

masyarakat melalui media Instagram dan ROV JRIY S kRN 10 menit informast yang cepsi

Website

masyarakat

diakses masyarakat

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat
3. SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat
2. Bagian/Bidang : tullskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Nomor S0P: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan

5. Tanggal revisl; tullskan tanggal SOF direvisi

&. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan SOP

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
B. Mama S0P ; tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan
19, Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

e (1 o O
a» <O O

4, Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat

9, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenal kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilzksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi persaned ; tuliskan mengenai kualifikasi pegawal yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenal daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

15. Aktivitas : rinclan tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Farm 2
16. Pelaksana : pelaksana vang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta cutput pada setiap aktivitas yang dilakukan

earl

)

Tidak

Ya

MUTL BAKU
Mo, KEGIATAN 2 Pengeloa Ket.
Kepala Dinas | Sekretaris Kabid Kopala Seksi WEB/Editor Parlangkapan Waktu Curtput
1 2 4 5 & T 8 8 10 1"
1 Memberi bahan informasi untuk dapat diakses Server, Informasi o ::::rgi"\ﬁﬂfﬁmi yang
masyarakal kepada Pengelola WEB/EDITOR I terbaru mas-.-a:ak.aa “:EE
Server, Konsep i "
2 Pengolahan bahan/ data yang akan diakses Koreksi informasl yang 120 :.:“E:rdpil et
masyarakal dapat diakses menit pa
masyarakat masyarakal
S . Kensep informasi Konsep informasi yang
g | m ?:; ﬁ;ﬁg’;ﬁ“:ﬁg‘;ﬁ;d“ e I I(. yang dapat diakses | 60 menit| dapat diakses
masyarakat masyarakal
’ ) Konsap Informasi A ;
Persefujuan Informasi yang dapat diakses B Informasi yang siap
4 I-‘—w e yang akan diakses 60 menit 4
masyarakal masyarakat diakses masyarakal
5 Menayangkan informasi yang dapat diakses Informasl yang siap 10 menit Informasi yang dapat
masyarakat melalui media Instagram dan Website ﬂ:.'_} diakses masyarakat diakses masyarakal
el
Petunjuk Pengisian




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN AGREGAT KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Marmar SCP

000.8.3 4/50P P-OTMMUKCAPILZ026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembatan

10 Janugri 2022

Tanggal Revisi

4 Agusius 2026

Tanggal Efektif

4 Agusius 2026

Digahkan oleh

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PEMANFAATAN DATA Mama SOP -

PENYUSUNAN AGREGATRKERENOUBHAN

o LA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Lindang Momor 25 Tahun 2008 tentang Pelayan Publik

Peraturan Presiden Momor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

3 Paraturan Menteri Dalam Neger Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Casrah.
Paraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan Refarmasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Padoman Standar Pelayanan

& Peraturan Menteri Dalam Negeri No.85 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Administras! Kependudukan

Peraturan Daerah Momor 15 Tahun 2042 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan
Pemerintah Kota Cirebon

Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 4 Tahun 2023 tenlang Penyelenggaraan Administrasi
Kepandudukan

. Administrator Data Base: DS Komputen'31 T1

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data Kepandudukan : yang serumpun diutamakan
dengan latar belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukurm

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Femanfaatan Data : 52
Manajemen/S2 Adrrinistrasi Publik/52 yang serumpun diutamakan dengan |atar belakang
Pendidikan 57 Komputer 51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukum

Ka. Dinas : 52 Manajemen/ 52 Administrasi Publik /52 yang serumpun diutamakan dengan latar
belakang Pendidikin 51 Sospol, 51 Fkonomi, 51 Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN | PERLENGKAPAN

- S0P Penyusunan Agregal Kependudukan

- Data Base Kemendagn
- Komputer

- Lembar Kerja

- ATK

PERINGATAN

FENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Keterlambatan informas
2. Pengadminisirasi surat masuk lidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuli tepat wakiu

- Pengarsipan




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU

BAGIAN [ BIDANG S0P AKTIVITAS
nie Persyaratan Waktu Output N

Bidang Pengelolaan Pe i Menunjuk Administrator Database uniuk Sever 3 jam Data penduduk Dokumen

Informasi Administrasi KB"Y:;“’;““;‘?“’Q“ mengunduh Data Kependudukan Bersih

Kependudukan dan ek e (DKB)

Pemanfaatan Data Mengumpulkan dan mengolah Data dari ADE |Data Agregat Kependudukan 10 hari  |Buku Agregat Kependudukan
dan Tim Penyusunan Agregat Perkembangan
Kependudukan
Mengoreksi hasil pengolahan data Data Agregat Kependudukan 30 hari Buku Agregat Kependudukan
Menyusun hasil Pengolahan data | Data Agregat Kependudukan 7 hari Buku Agregat Kependudukan
Mengoreksi Penyusunan Buku Agregat Data Agregat Kependudukan T hari Buku Agregat Kependudukan
Perkembangan Penduduk
Penggandaan dan Penjilidan Data Agregat Kependudukan 7 han Buku Agregat Kependudukan

Petunjuk P

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperiukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PENYUSUNAN AGREGAT KEPENDUDUKAN

MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kepala Wit
Dinas Sekrotaris Kabid Kepala Seksi ADB Parlangkapan Waktu Output
1 2 T 4 5 & 7 B 9 10 "
Ce=)
Menunjuk Administrator Database untuk mengunduh Data
1 cependudukan Bersih (DKB) )l > Sever 3 jam Data penduduk Dakuirmen
2 Mengumpulkan dan mengolah Data dari ADB dan Tim Data Agregat 1W0h Buku Agregat
Penyusunan Agregal Perkembangan Kependudukan : h EKependudukan i Kapandudukan
cps Data Agregat . Buku Agregat
3 Mengoreksi hasil pengolahan data Kapendudukan 30 hari ndLdukan
: 3 l | Dala Agregat Buku Agragat
4 Manyusun hasil Pengolahan data Kependudukan ¥ han Kapandudukan
5 Mengoreksi Panyusunan Buku Agregat Perkembangan | I.‘ Data Agregat 7 hari Buku Agregat
Penduduk Kependudukan ¥ Kapandudukan
2 Data Agregat Buku Agregat
f Panggandaan dan Penjilidan ’.D Kapandudukii T hari ik
I

Petunjuk Pengisian
1. Marma SKEPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat 50F di buat

3. Nemor S0P: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan

4, Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat

5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOF direvisi

6. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan S0P

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

Ia_ Mama S0P ; tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11, Peringatan : tuliskan mengenal kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12, Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
17. Mutw Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan
- ] l Tidak

19, Gambar Flowchari dan alur kegistan yang distandarkan
Ya

- o 5




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUMNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Nomor S0P 000.8 3 4/SOP P-0DUKCAPILIZ026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 10 Januari 2022
Tanggal Revisi 4 Agustus 2026
Tanggal Efektif 4 Agustus 2026

KEPALA DINAS
Disahkan oleh
- L
EIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN JHIP. TIEH
PEMANFAATAN DATA Nama SOP - PENYUSUNAN PROFIL REPENGUDgKAN

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayan Publik

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipdl.

Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 65 Tahun 2010 tentang Pedomam Penyusunan Perkembangan
penduduk

4 Peraturan Menter Dalam Megeri Momor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dasrah,
Peraturan Menieri Pendayagunaan Aparatur NMegara dan Reformasi Birokrasi Nemor 15 Tahur 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

& Peraturan Menteri Dalam Meged No 85 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Momar 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan
Pemenntah Kota Cirebon.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 4 Tahun 2023 tentang FPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

. Administrator Data Base: DIS1 Komputer’S1 TI

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data Kependudukan - yang serumpun diutamakan
" dengan latar belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukum

3. Kepala Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data ; 52

Manajemen'S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belskang
Pendidikan 51 Komputer 51 Sospol, 51 Ekenomi, 51 Hukum

4 Ka Dinas 52 Manajemen/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar

belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukum

KETERKAITAN PERALATAN | PERLENGKAPAN
- S0P PENYUSUNAN PROFIL KEPEMDUDUKAN - Data Base Kemendagri
- Komputer
- Lembar Kerja
- ATE

PERINGATAN

"PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Kelerlambatan mformasi
2. Pengadministrasi surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi lidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu

- Pangarsipan




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON
MUTU BAKU
BAGIAN / BIDANG SOP AKTIVITAS Ket.
Persyaratan Waktu Output
Bidang Pengelolaan Baidirsiir
Informasi Administrasi | mf’l';“ ;| Menunjuk Administrator Database untuk —_— S5 Data Perkembangan
Kependudukan dan mengunduh Data Kependudukan Bersih (DKE) penduduk
Kependudukan
Pemanfaatan Data
Mengumpulkan dan mengaclah Data dari ADB :
2 danTim Penyusunan Profil Perkembangan Dﬁfditemhwa" 10 hari E:k" F;m:' kP:I:Icambcangan
Kependudukan 2 e
iz Data Perkembangan : Buku Profil Perkembangan
a Mengoreksi hasil pengolahan data penduduk 30 han Kependudukan
; Data Perkembangan ; Buku Profil Perkembangan
4 Menyusun hasil Pengolahan data oenduduk 7 hari Kependudukan
5 Mengoreksi Penyusunan Buku Profil Data Perkembangan 10 hari Buku Profil Perkembangan
Perkembangan Penduduk penduduk Kependudukan
: Data Perkembangan . Buku Profil Perkembangan
i] Penandatanganan Kepala Dinas juduk 7 hari Kependudukan
. Data Perkembangan . Buku Profil Perkembangan
T Penggandaan dan Penjilidan penduduk T hari Kependudukan
Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD ternpat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. SOP - tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi
4. Aktivitas - rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

PELAKSAMA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengadmin| | e
irasi D Sekrotaris Kabid Kopala Seksi| Polaksana Parlangkapan Waktu Cutput
Persuratan
1 2 3 4 [] [] T a ] 10 11
meakal

1 Menunjulk Administrator Database untuk mengunduh Data Sarver T Diata Perkembangan

Kependudukan Bersih (DKE) jm penguduk
3 Mengumpulkan dan mengolah Data dan ADE danTim D——. Dala Perkembangan 10 hari Buku Profi Perkembangan

Paryusunan Profil Parkembangan Kependudukan prdudiulk Kapendudukan

Crata Perkembangan

Buku Frofil Perkembangan

O R penduduk o Kependudukan
: Data Pervembangan : Buku Profil Parkermbandgan
I
4 | Manyusun hasil Pangolahan data penduduk T Kependudukan
. Mangareks! Penyusunan Buku Profl Perkembangan :«__ Diata Perkembangan 10 had Buku Profil Parkembangan
Panduduk | panduduk Kependudukan
. Data Perkembangan Baku Profil Parkembangan
-} Penandatanganan Kepala Dinas panduduk 7 hari p ndikdan
, Diata Perkembangan " Buku Profi Parkembangan
7 licd 7
Penggandaan dan Penjllidan pendudu bt Kependudukan

Petunjuk Pengisian

MNama SKPD - tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

. Bagkan/Bidang : uliskan nama wunit kerja tempat S0P di buat

Nomor SOP: tuliskan nomar prosedur yang di SOP kan

Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal perama kali S0P dibuat

Tanggal revisi: tuliskan tanggal S0P direvisi

Tanggal efekiif : tanggal mulal diberlakukan SOF

Disahkan oleh : pengasahan oleh pejabat vang berkompaten

. Nama S0P : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasar prosedur
10. Keterkaitan . tuliskan kelerkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

TENeeRE D

11. Peringatan - tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketlika prosedur didaksanakan atau tidak dilaksanakan, parmasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel - tuliskan mengenai kualifikasi pagawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan : fuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendalaan : memuat berbagal hal yang periu didata dan dicatat oleh setlap pegawal yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

15, Akfivitas - rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2

16. Pelaksana : pelaksana yang terdibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan akfivitas)

17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan'kelengkapan apa vang diperlukan, wakiu yang diperlukan, sera output pada setiap aklivitas yang dilakukan
18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

Tidak

¥a




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI DATA BIOMETRIK KTP ELEKTRONIK YANG BERMASALAH

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momor SOP (00,83 4/S0P P-OVDUKCAPIL2028
DINAS KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 4 Agusties 2026
Tanggal Efektif 4 Agustus 2026
KEPALA DINAS
Disahkan oleh
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN DAN AWl s’
PEMANFAATAN DATA Mama SOP - VERIFIKASI DATA EOMETRWWA%ERM*ALAH

—

DASAR HUKUM

" EBO 7

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik

Pencatatan Sipil.

Paraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan

3 Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomar 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

Pedoman Standar Pelayanan.

5 Paraturan Manteri Dalam Negeri Mo.95 Tahun 2018 tentang Sistern Informasi Administras Kependudukan

g Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Petayanan Publik dilingkungan

Pemerintah Kota Cirabaon.

T Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administras Kependudukan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refarmasi Birokrasi Nomar 15 Tahun 2014 tentang

. Administrator Data Base: D351 Komputen'S1 T

. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data Kependudukan - yang serumpun diutamakan
dengan latar belakang Pendidikan 51 Sogpel, 51 Ekonomi, 51 Hukum

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Dala : 52

" Manajemen/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang

Pendidikan 51 Komputer .51 Sospol, 51 Ekonomd, 51 Hukum

Ka. Dinas : 52 Manajemen/S2 Administrasi Publi/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar
belakang Pendidikan 51 Sospal, 51 Ekonomi, 51 Hukum

KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGHAPAN
- S0P Pelayanan Permohonan Data - Dala Base Kemendagri
- Komputer
- Lembar Kerja
- ATK
PERINGATAMN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan informasi - Pemgarsipan

2. Pengadministrasl surat masuk tidak tartib mengakibatkan informasl tidak bisa ditindaklianjuti tepat wakiu




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

BAGIAN | BIDANG

S0P

AKTIVITAS

Dutput

Ket.

Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kepandudukan dan
Pemanfaatan Data

Verifikasi Data

Biomalrik KTP

Elektronik yang
barmasalah

Pemahon datang langsung ke Kartor Disdukcapil,
menyampaikan kendala terkait biometrik KTP
elekironik ke Penanggungjawab pelayanan (MOD)

Kartu Keluarga

5 menit

Data biometrik

Penanggungjawab pelayanan (MOD)
mengarahkan pemohon kepada ADB

Kartu Keluarga

5 menit

Data biometrik

ADB memberikan layanan pada pemohon dengan
melakiukan cak biometrik . Apabila bicmetrik
pemonon tidak sesuaibermasalah maka ADB
melakukan konsultasi dengan tim helpdesk melalui
paszan WhatsApp

Kartu Keluarga, hasil cek
biometrik

15 menit

Data biometrik

ADB menyerahkan hasil konsultasi kepada Ketua
Tim Kerja untuk di indaklanjuti membuat surat
permochonan penghapusan biometrik ke Ditjen
Dukcapil Kementerian Dalam Megeri Repulik
Indonesia

Kartu Keluarga, hasil cek
biometrik

10 menit

Data penduduk

Ketua Tim Kena membuat surat permohonan
penghapusan biometrk, kemudian di verfikasi
obeh Kepala Bidang.

konsep surat permehonan

S menit

Data penduduk

Kepala bidang memverifikasi surat permohonan
penghapusan biometrik, diteruskan ke kepala
dinas untuk di TTE.

konsep surat permohonan

2 rrvniit

Data penduduk

Kepala dinas menandatangani secara elektronik
surat permohonan penghapusan biometrik

konsep surat permohonan

Data penduduk

Swrat permohonan penghapusan biometrik telah di
tandatangani, kemudian ADBE mengunggah ke
aplikas Dallica untuk di proses cleh tim pusat.

Swrat permohonan

5 manil

Drata panduduk

Permohonan sudah di approve oleh tim pusat

Surat permohonan

2 x 24 jam

Data penduduk

10

ADB menginformasikan ke pemohon melalui
pesan WhatsApp untuk melakukan perekaman
ulang bicmetrik KTP elekironik

Data

5 menit

Informasi

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3. S0P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap 30P

5, Mutu Bakuw : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta cutput pada setiap aktivitas vang dilakukan

b. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




VERIFIKASI DATA BIOMETRIK KTP ELEKTRONIK YANG BERMASALAH

Mo. KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

KETUA TIM
KERJA

KEPALA KEPALA

Pemohon MoD ADB BIDANG DINAS

Output

10

11

12

vl

Pamohon datang kangsung ke Kantor Disdukcapd, manyampaikan kendala tarkait
biometrik KTP elekironik ke Penanggungjawab pelayanan (MOD)

Kartu Keluarga

5 menit

Data bipmetrik

Pananggungjawab pelayanan (MOD) mengarahkan pemohon kepada ADB

Kariu Keluarga

§ mantt

Data biometrik

‘ADB memberikan layanan pada pemohan dengan metakukan cak biomeetrik .
Apabila biometrik pemohon tidak sesuaifbermasalah maka ADB madakukan
konsultasi dengan fim helpdesk melslui pesan WhatsApp

Kariu Keluarga, hasil

cek biometrik

15 menit

Data biometrik

ADE menyerahkan hasil konsultasi kepada Ketua Tim Kerja yrvtuk di tindaklanjuti
membuat surat permohonan penghapusan biometrik ke Ditjen Dukcapil
Kermenteran Dalam Negen Repulik Indonesia

Komputer, DKB

10 menit

Diata penduduk

Ketua Tim Kerja membual surat permaohanan penghapusan biometrik, kemudian
dl verifikarsi oleh Kepala Bidang.

(O

Kepala bidang memverifikasi surat permohonan penghapusan biometrik,
diteruskan ke kepala dinas uniuk i TTE.

konsep surat
permaohonan

5 menit

Data panduduk

konsep surat
permahenan

2 menit

Data penduduk

e |

Kepala dinas menandatangani Secara elektronik sural permohonan penghapusan
biometrik

konsep surat
permahanan

2 manit

Data penduduk

Surat permohonan penghapusan biometrik tetah di tandatangani, kemudian ADB
mengunggah ke aplikasi Dellica untuk di proses oleh tim pusat.

Sural permohanan 5 menit Data penduduk

9 Permohonan sudah di approve abzh tim pusat. Surat parmahonan 2% 24 jam Data penduduk

ADB menginformasikan ke pemohaon mekalul pesan Whatsfpp untuk metakukan i

perekaman ulang biometrik KTP alektronik Informasi

10 [Fata 5 menit

Petunjuk Pengisian
1. Mama 5KPD : tuliskan nama SKPD termpat S0P dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat
3. Namor SOP: tuliskan nomor prasedur yang di S0P kan
4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi
6. Tanggal efektif : tanggal mulal diberlakukan S0P
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
8. Mama S0P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi
5. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel ; tuliskan mengenal kualifikasi pegawal yang dibutubkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
11, Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagal hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawal yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas ; rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Pelaksana - pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan {urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, wa ktu yang diperiukan, serta culput pada setiap aktivitas yang dilakukan
18, Keterangan : tullskan informasi lain yang diperlukan
I 16, Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON MNomor SOP 000.8.3.4/S0P P-10/DUKCAPIL2026
DINAS KEPENDUDUKAMN DAN PEMCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 4 Agustus 2026
Tanggal Efektif 4 Agustus 2026
KEPALA DINAS KEFPEM
Disahkan oleh
+*
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAMN PEMANFAATAN DATA Nama SOP :

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS]| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
2. Kepres Nomor 88 Tahun 2004

3. Permendagri Momor 53 Tahun 2019

4. Permendagri Nomor 7 aTahun 2019

5  Permendagri Momor 102 Tahun 2019

1. Operator | D3 - Informatika

2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan : yang serumpun diutamakan
dengan latar belakang Pendidikan 51 - Informalika

3. Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Diutamakan 31 - Informatika

|KETERKAITAN PERALATAMN /| PERLENGKAFAN
1 SOP Kesekretariztan 1. Server
2. Komputer Client
3. Printer

4. Jaringan Komunikasi Data
5. Hardware dan Software

PERINGATAN

PEMCATATAN DAN PENDATAAN

Bila tidak dilaksanakan
1 Penyalahgunaan kewenangan

1. Sarana pelayanan berupa perangkat pelayanan termasuk AC ruang pelayanan
2. Sarana yang diparbaiki harus dapat berjalan sesuai dengan fungsinya
3. Swural permohonan perbaikan perangkat pelayanan




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

BAGIAN / BIDANG S0P AKTIVITAS —— HU:.I BAKU oo Ket.
Pemantauan T
Pengelclaan Informasi dan : ;
Adminitrasi Kependudukan | Pemaliharaan y:nnmﬂr:nugliagﬁmfn L;::;bauhan perniatan Surat permohonan 10 menit Disposisi surat Dokumen
dan Pemanfaatan Data Peralatan dan g pengg
Jaringan SIAK
Memerintahkan Kepala Bidang untuk mempelajari, : i -
melakukan pengecekan dan melakukan perbaikan S T 10 menit Hispoais! sural
Menerima disposisi sural permohonan dan Kepala
Dinas dan memerintahkan Ketua Tim Kerja SIAK ; . i -
untuk melakukan pengecekan peralatan dan Surat permohonan 10 menit Rekomendasi dan disposisi
jaringan SIAK
Menerima disposisi surat dari Kepala Bidana, Surat permohonan, . . : il
memerintahkan ADE melakukan pengecekan. rakomendasi, lembar disposisi 10 menit Rekomendasi dan disposisi
Ketua Tim Kerja dan ADB malakukan perbaikan
peralatan dan jaringan SIAK, Melakukan e
koordinasi dengan Instansi terkait jika berkaitan S potTiotiam, EmKhns 180 menit Paraiaten can jrngan

dengan Jaringan Komunikasi Data, Mengganti
sarana jika tidak dapat diperbaiki

dan Software pendukung

SIAK sudah diperbaiki

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. SOP : tuliskan nama SOP yang akan dildentifikasi

4 Aktivitas - rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku - tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperiukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperiukan




PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK

PELAKSAMNA MUTU BAKU
Ho. KEGIATAN Ket.
KADIS KABID “Té';:” Perlengkapan Waktu Output
== == — —
1 2 3 4 8 9 10 11
Menerima surat permononan perbaikan peralatan dan : ; o
1 jaringan SIAK dari pengguna Sural permohonan 10 menit Disposisi surat Dokumen
Memerintahkan Kepala Bidang untuk mempelajari, 1 i
2 melakukan pengecekan dan melakukan perbaikan Surat permohonan 10 manit Disposisi surat
Menerima disposisi surat permohonan dan Kepala Dinas
3 | aan memerintahkan Ketua Tim Kerja SIAK untuk Surat permohonan | 10 menit | hekomendas don
melakukan pengecekan paralatan dan jaringan SIAK pesis!
4 Menerima disposisi surat dar Kepala Bidang, AT fe‘:":‘m?;';‘;jﬂ”““- 10 menit Rekomendasi dan
memerintahkan ADB melakukan pengecekan. T | . disposisi
Kelua Tim Kerja dan ADE melakukan perbaikan peralatan
dan jaringan SIAK, Melakukan koordinasi dengan Instansi Sural permohanan, ecalstan dan
5 s : . ; Hardware dan 180 menit |  jaringan SIAK
terkait jika berkaitan dengan Jaringan Komunikasi Crata, it miickeb dloachalid
Mengganti sarana jika tidak dapat diperbaiki s pe

[Petunjuk Pengisian
. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

. Womor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOF kan

. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat

Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi

. Tanggal efektif : tanggal mulai diberakukan S0P

. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

. Nama SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasan prosedur

10. Keterkaitan - tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel ; tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralaian dan perlengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendataan - memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawal yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2

16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperiukan, waktu yang diperiukan, serta output pada seliap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperiukan
€ ‘ Tidak
Ya

18. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INSTALASI SIAK TERPUSAT

FEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momaor SOP 000.8.3 4/SOP P-11/DUKCAPIL/2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 4 Agustus 2025
Tanggal Efektif 4 Agustus 2026
KEPALA DINAS KEPEMEHL M PEMCATATAN SIPIL
Disahkan oleh
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS] ADMINISTRAS! A !
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA Nama SOP INSTALASI SIAK TERPUSAT \\# # : /

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 1. Operator : D3 - Informatika
2 Kepres Nomor 88 Tahun 2004 2  Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan : yang serumpun diutamakan
3 Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 dengan latar belakang Pendidikan S1 - Informatika
4. Permendagri Nomor 7 aTahun 2019 3 Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pernanfaatan Data :
&  Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Diutamakan 51 - Informatika
KETERKAITAN PERALATAN | PERLENGKAPAN
1.  SOP Pengelolaan Hak Akses 1. Server
2. Komputer Client
3. Jaringan Komunikasi Data
4 Hardware dan Software

PERINGATAN

"PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila tidak dilaksanakan :
1 lika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan kependudukan.
2 Apabila muty baku prosedur dilaksanakan melebihi ketentuan dalam prosedur maka akan
mempengaruhi kualitas layanan administrasi kependudukan
3  Kesalahan informasi oleh Tim Teknis Ditjien Dukcapil akan mempaengaruhi layanan terhadap
puslik.
4 Pihak terkait wajib menandatangani Berita Acara.

1.

Tim teknis melaksanakan proses instalasi aplikasi SIAK Terpusat
Tersedia OS5 dan Antivirus berlisensi resmi

Pencatatan dan pendataan terhadap operator SIAK di Kecamatan

Instansi terkait yang akan dilakukan penginstalan aplikasi SIAK Terpusat harus membuat
permaohonan




NAMA SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU

BAGIAN / BIDANG SOP AKTIVITAS Ket.
Persyaratan Waktu Output
Pengelolaan Informasi O
by Instalasi Aplikasi Surat Permohonan SIAK ) ) )
:-dmg:ramfe::n%ui:han SIAK Terpusat Kecamatan mengajukan surat permohonan terkait |Terpusat 30 menkt Surat Disposisi Dokuman
L Eomarn L instalasi SIAK Terpusat ke Disdukcapil
Disdukcapil mendis ikan sur.
i _ca & m_e Epogsiican S Surat Permohonan SIAK : . =z
permohonan instalasi SIAK Terpusat kepada Kabid 30 menit Surat Diisposisi
Terpusat
PIAK
Kabid PIAK mendisposisikan surat permohonan
’ B : R e , Surat Permohonan SIAK : 3 i
instalasi SIAK Terpusat kepada Ketua Tim Kerja 30 menit Surat Disposisi
Terpusat
SIAK
Ketua Tim Kerja SIAK memerintahkan Staf/ADB
= A e Surat Permohonan SIAK -
untuk menindaklanjuti instalasi aplikasi SIAK 60 menit Surat Disposisi
Terpusat, SIAK Terpusat
Terpusat
Staf/ADB menginstalasi dan mengaktivasi SIAK Berita acara serta Laporan
Terpusat serta membuat laporan dan berita acara |SIAK Terpusat B0 menit Terkait instalasi aplikasi SIAK

instalasi SIAK Terpusat

Terpusat

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat 50F dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

3. SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




INSTALASI DAN AKTIVASI SIAK TERPUSAT

PELAKSAMA MUTU BAKLU
No. KEGIATAN KETUA TIM k.
KECAMATAN KADIS KABID PIAK KMK STAFF/ADB Perlengkapan Waktu Qutput
1 2 3 4 [] [] 10 11
g | mcamatan mengavken surst permohionan it inoteias! g:rr:riuhnnan 30 ment | Surst Disposisi Dokumen
SIAK, Terpusat ke Disdukcagil SIAK Te .
g, | uaia Cissukeoph handispoutslcas ki paralicnen ﬁ::‘luuhunan 30menit | Surat Disposisi
instalasi S1AK Terpusat kepada Kabid PIAK SIAK Terpusat
5 Kabid PIAK mendisposisikan swral parmohonan instalasi ﬁ::nhnnan 30 menit Surat Dispossi
SlaK Terpusat kepada Ketua Tim Kerja SIAK SIAK Terpusal
T Surat
Staf/ADB menginstalasi dan mengakiivasi SIAK Terpusat Pamiohangn
i serta membuat laparan dan berits acara instalasi SIAK EIAK T " G0 menit | Surat Disposisi
Terpusat .
SIAK Terpusat
Stat/ADB menginstalasi dan mengaktivasi SIAK Terpusat st
5 |serta membuat laporan dan berita acara instalas SIAK SlAK Terpusat 60 meanit instal lasi aplikasi
Tempusat SIAK Terpusat
Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat
3. Nomor SOP: tuliskan nomar prasedur yang di S0P kan

4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal S0P direvisi

6. Tanggal efektif : tanggal mulad diberlakukan SOF

7. Disahkan ocleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
8. Mama S0P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

9, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10, Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan ; tullskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagalmana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kuslifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapar : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perly didata dan dicatat oleh setiap pegawal yang berperan dalam pelaksanagn prosedur yang telah distandarkan
15. Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
17. Mutu Baku : tullskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18, Keterangan : fuliskan informasi lain yang diperlukan
19, Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS KEPENDUDUKAM DAN PENCATATAN SIPIL

KEPEMDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS! ADMINISTRASI

Momor S0P 000.8.3. 4/50P.P-1 2/DUKCAPILIZ026
Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 4 Agustus 2026
Tanggal Efakiif 4 Agustus 2026

KEPALA DINA,
Disahkan oleh
Nama SOP - AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Normor 24 Tahun 2013

Penduduk telah berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah dan sudah melakukan perekaman
* KTP-gl serta memiliki gawai pintar {smariphong );

2 Admin‘operator memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK Terpusat dan Aplikasi Identitas

2 Kepres Nomor 88 Tahun 2004
3. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 Kependudukan Digital.
4. Permendagri Nomor 7 aTahun 2019
g5 Permendagri Nemor 102 Tahun 2013
|KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGKAPAN
1, SOP Aklivasi identitas Kependudukan Digital (IKD) 1. Komputer kerja, Workstation ;
2. Aplikasi SIAK Terpusat,
3. Aplikasi ldentitas Kependudukan Digital;
4. Gawai Pintar (Smartphone ).
5. Jaringan komputer;
|6. Jaringan Internat.

PERINGATAN

PEMCATATAN DAN PENDATAAN

Bila tidak dilaksanakan :

31  Operator atau petugas untuk ditindaklanjuti

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan kependudukan;
Apabila mutu baku prosedur dilaksanakan melebihi ketentuan dalam prosedur maka akan
2 mempengaruhi kualitas layanan adminisirasi kependudukar;
Jika terjadi buglemor pada aplikasi, penduduk melaporkan/menginformasikan kepada

2

1.

Pencatatan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital,
. Dokumentasi Pendaftaran ldentitas Kependudukan Digital




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
BAGIAN / BIDANG SOP AKTIVITAS Persyaratan Waktu Output =
— |Aktivasi [dentitas | 1 |Membuka Aplikasi SIAK Spesifikasi teknis jaringan  |1menit  |Data Dokumen
Pengelolaan Informas!  _ |gpendudukan mobile
Adminitrasi Kependudukan Djﬂhﬂ' {IKD}
dan Pemanfaatan Data
2 |Mengarahkan Penduduk Mendownload Aplikasi  |Spesifikasi teknis jaringan 10 menit Data
IKD melalui Playstore/AppStore kemudian mobile
membuka aplikasi, manginput data diri NIK, Nama
Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Email dan
Momor HP selanjutnya melakukan verifikasi data
dengan Foto Salfi dan memberikan ke Oparator
untuk di Scan QRcode di Aplikasi SIAK
3 |Operator Melakukan Scan QRcode ke Aplikasi spesifikasi teknis jaringan 5 Detik Data
SIAK mobile
4 |Penduduk membuka Email masuk dari Spesifikasi teknis jaringan 2 Menit Dokumen Kependudukan
Kemendagri dan Melakukan Aktivasi. Penduduk | hobile Digital
sudah mampunyai KTP Digital

Petunjuk ian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3, SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap S0P

5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

No. KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
Penduduk Perlengkapan Walktu Output
—_— —— s S
1 2 4 8 9 10 1
T Spesifikasi teknis '
1 Membuka Aplikasi SIAK jaringan maobile 1 el Date Delumee

Mengarahkan Penduduk Mendownload Aplikasi IKD melalui
Playstore/AppStore kemudian membuka aplikasi, menginput

data diri NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Spesifikasi teknis

- Email dan Namar HP selanjutnya melakukan verifikasi data jaringan mobile T ke K-
dengan Foto Selfi dan memberikan ke Operator untuk di
Sean QRcode di Aplikasi SIAK
3 Spesifikasi teknis 0
3 3 e
: Operator Melakukan Scan QRcode ke Aplikasi SIAK jaringan mobile 5 Detik Data
Penduduk membuka Email masuk dari Kemendagri dan ) " Dokumen
4 Melakukan Aktivasi. Penduduk sudah mempunyai KTP ._f‘;?i:slﬁ:a;:;;gns 2 Menit Kependudukan
Digital e Digital
Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD ; tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

3. Nomor SOP; tuliskan nomaor prosedur yang di SOP kan

4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat

5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal S0P direvisi

6. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan S0P

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

8. Nama SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

9. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10, Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara
mengatasinya

12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
I 13, Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15. Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan [urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
I 17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18, Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperiukan
19. Gambar Flowchart dan alur kegistan yang distandarkan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Nomor SOP 000.8.3 4/S0OP P-13/DUKCAPIL/2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 4 Agustus 2026
Tanggal Efekif 4 Agustus 2026
KEPALA DINAS M PENCATATAN SIPIL

Disahkan oleh

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA Nama SOP : TANDA TANGAN ELEKTHQWTWUMEN KEPENDUDUKAN
DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA
1. Undang-Undang Mamor 1 Tahun 1574 1 Cperator : D3 - Informatika
2.  Undang-Uindang Mamor 23 Tahum 2006 2. Kepala Seksi Pengolanan dan Penyajlan Data Kependudukan : yang serumpun divtamakan
3.  Undang-Undang Momor 24 Tahum 2013 dengan |atar belakang Pendidikan 51 - Informatika
4. Undang-Undang Momor 16 Tahun 2019 3. HKepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data :
& Peraturan Presiden Momor 86 Tahun 2018 Diutarnakan 51 - informatika
6. Peraturan Menteri Dalam Megen Nomaor 7 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Dalam Megern Nomor 108 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 109 Tahun 2018
% Peraturan Dasrah Nomor 4 Tahun 2023
10. Peraturan Walikota Momor 54 Tahun 2015
11, Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015
KETERKAITAN PERALATAN | PERLENGKAPAN
1.  SOP Penerbitan Kartu Keluarga 1. Server
2. S0P Penerbitan Akta Kelahiran 2. Komputer Client
3. Printer
4. Jaringan Komunikasi Data
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila tidak dilaksanakan 1, Jaringan komunikasi data dalam keadaan normal
1 Penyalahgunaan kewenangan 2. Pemohon harus membawa dokumen persyaratan penerbitan Akta Kelahiran
2 Kesalahan prosedur (sengaja atau lidak sengaja yang dilakukan oleh pelugas - Surat Keterangan lahir dan dokterfbidan/penciong
3 Kelerdambatan palayanan - Folokopd Kartu Keluarga
4 Kalidaktahuan penduduk atas prosedur yang harus ditermpuh - Folokopi KTP
- Folokopi buku nikah orang tua / SPTM
- Fotokopi KTP-gl saksi
- Email dan nomor telepon aktif




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREEON

MUTU BAKU
RAGIAN/ BIDANG il % e Persyaratan Waktu Output o
Tanda Tangan 1 |Pemohon menyerahkan nomor antrian kepada Berkas permohonan 15 menit |Berkas permohonan Dokurnen
Pengelolaan Informasi Elektronik (TTE) petugas front office setelah ada pemanggilan penerbitan dokumen dokumen kependudukan
Adminitrasi Kependudukan |Penerbitan nomar antrian kependudukan
dan Pemanfaatan Data Dokumen
Kependudukan
2 |Menerima pendaftaran, memeriksa kelengkapan |Berkas permohonan dokumen |10 menit |Berkas permahonan dokumen
dokumen persyaratan, jika persyaratan lengkap kependudukan kependudukan
dan benar maka diserahkan ke operator untuk
dilakukan input data. Jika persyaratan tidak
lengkap dikembalikan ke pemohon.

3 |Operator melakukan input data ke aplikasi SIAK Berkas permohonan dokumen |5 menit Berkas permaohonan dokumen

gesuai jenis permohonan kependudukan kependudukan

4 |Ketua Tim Kerja mengoreksi draft dokumen Berkas permohonan dokumen |5 menit  |Draft dokumen

kependudukan. Jika ada kesalahan dilakukan kependudukan dan draft kependudukan
perbaikan data oleh Operator, jika disetujui maka |dokumen kependudukan
diajukan verifikasi.

5 |Ketua Tim Kerja Kelahiran mengajukan verifikasi |Berkas permohonan dokumen |0,5 menit |Inbox pengajuan sertifikasi
kependudukan dan draft dokumen kependudukan
dokumen kependudukan

& |Kabid melakukan verifikasi Inbox pengajuan sertifikasi 0,5 menit |Inbox Sertifikasi dokumen
dokumen kependudukan kependudukan

7 |Kepala Dinas memberikan sertifikasi elektronik Inbox Sertifikasi dokumen 1 menit Dokumen kependudukan

dokumen kependudukan kependudukan tersertifikasi

B |Operator mencetak dokumen kependudukan Dokumen kependudukan siap (1 menit  |Dokumen kependudukan

tersertifikasi cetak tersertifikasi

5 |Pemohon menerima notifikasi email dari Ditjen Dukeapil |Link dokumen kependudukan (1 menit  |Dokumen kependudukan

Kemendagri terkirim ke email pemaohon tersertifikasi

Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

3. S0P : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN FRONT KETUA TIM ol
PEMOHON QFFICE OPERATOR| " o s KABID KADIS Perlenghkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 R ¥ [] [] 10 11

Pemahon menyerahkan nomos antrian kepada petugas front Berkas permohenan penarbitan Berkas permohonan dokumen

: office setelah ada pemanggilan nomor antrian dokumen kependudukan ik kependudukan Elemion
Menenima pendaftaran, memerlksa kelangkapan dakumen

3 persyaratan, jika persyaratan lengkap dan benar maka Berkas permahonan dokumen 10 menit Barkas parmohonan dokumen
diserahkan ke operator untuk diakukan input dala. Jika kependudukan kependudukan
[HErg n tidak lengkap dikembalikan ke . Tidak lengkap

3 Operator melakukan input data ke aplikasi SIAK sesuai jenis Berkas permohonan dokumen 5 mankt Berkas permohonan dokumen
permohonan kependudukan kependudukan

Ketua Tim Kerja mengoreksi drafl dokumen kependudukan. Jika
4 ada kesalahan dilakukan perbaikan data oleh Cperator, jika

Berkas permohonan dokuman
kependudukan dan drafi dokumen & menit Orafl dokumen kependudukan

disetujui maka diajukan verifikasi. kependudukan
Berkas permohonan dokumean . .
5 | Ketua Tim Kerja Kelahiran mengajukan verifikasi kependudukan dan draft dokumen | 0.5 menit '”"f"ﬂf‘;‘ﬁ:‘;" dﬁ:f::f‘
kependudukan
. : ; Inbox pangajuan sertifilkasi ; inbox Serifikasi dokumen
8 | Kabid mstiiufhn Wmes ey dokumen kependudukan 0.5 ment | | ooendudukan
- Kepala Dinas memberikan serifikasi elektronis dokumen m Inbox Sertifikasi dokumen 5 marit Dokumen kepandudukan
kependudukan kependudukan terserifikasi
. Diokumen kependudukan siap Dokumen kependudukan
B Operator mencetak dokumen kependudukan tersertifikasi ﬁ v 1 menit fersartifiasi
9 Famohon manenima notikas emadl dan Ditjen Dukcapil -
Kemendagri

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat

2 Bagian/Bidang : tuliskan nama unil kerja temnpat SOP di buat

3 Nomar SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan

4 Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat

5 Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi

& Tanggal efektif - tanggal mulai diberlakukan sop

7. Disahkan cleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

8 Mama SOP ' tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

6. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasar prosedur

10, Keterkaitan - tuliskan keterkaitan prosedur yang digtandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenal kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksa nakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel © tuliskan mengenal kualifikasi pegawal yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan - tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagal hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawal yang berperan dalam palaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15 Aktivitas - rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2

16 Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan {urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17. Mutu Baku * tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperiukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan - tuliskan informasi lain yang diperiukan

16, Gambar Floweharl dan alur kegiatan yang distandarkan

= B = e
- = 0 -
'l._?_:ll_.-




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momar SOP 000.8.3 4/S0P. P-14/DUKCAPIL2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agusius 2025
Tanggal Revisi 4 Agustus 2026
Tanggal Efektif 4 Agustus 2025
KEFPALA DIM

BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS! ADMINISTRASI
KEFENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Disahkan cleh

Mama SOP :

PENGAMEILAN NOMOR A&

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

ry

Undang-Undang Nomar 24 Tahun 2013

Penduduk talah berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah dan sudah melakukan perekaman
© KTP-el serta memillki gawal pintar (smarfohone );

2, Kepres Nomor &8 Tahun 2004 2. Adminlcperator memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK Terpusat dan Aplikasi [dentitas
3, Permendagri Momor 53 Tahun 201% Kependudukan Digital.
4, Permendagri Nomor 7 aTahun 2019
& Permendagri Nomor 102 Tahun 2019
KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGKAPAN
1. S0P Aklivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 1. Komputer kerja, Workstation |
2. Aplikasi SlaK Terpusat,
3. Aplikasi ldentitas Kependudukan Dewgital,
4. Gawai Pintar (Smariphane ),
5. Jarngan komputer;
6. Jarngan Intemet.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila tidak dilaksanakan :

1 lika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan kependudukan;

Apabila muty baku prosedur dilaksanakan melebihi ketenluan dalam prosedur maka akan

2  mempengaruhi kualitas layanan administras kependudukan,

Jika terjadi bugierror pada aplikasi, penduduk melaporkan/menginformasikan kepada

3 Operator atau petugas untuk ditindaklanjuti

1
2.

Pencatatan Pendaftaran |dentitas Kependudukan Digital,
Dokumentasi Pendaftaran |dentitas Kependudukan Digital.




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

Pengelclaan Informasi
Adminitrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data

Momaor Antrian

Pencatatan Sipil Kota Cirebon

atau anggota dalam satu
Kartu Keluarga

MUTU BAKU
I BIDANG SOP AKTIVITAS Ket.
BAGIAN Persyaratan Waktu Output
Pengambilan Permohon datang ke Dinas Kepandudukan dan Harus yang bersangkutan 1 menit  |Nomor antrian Dokumen

Petugas melakukan pengecekan kelengkapan Persyaratan Dokumen yang 5 menit Momaor antrian
persyaratan dokumen . akan diproses
Jika berkas lengkap pemohon dapat nomor Persyaratan Dokumen yang 5 menit Momor antrian

anirian, jika belum lengkap tidak dapat nomor
anirian

akan diproses

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama wunit kerja tempat S0P di buat
3. SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4, Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN

No. KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
Penduduk P Perlen n Waktu ut
T T T T T T e T e T e ——— ——— ey
1 2 3 4 B 9 10 11

" —— Harus yang bersangkutan
" Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan i
ota 1 me M fria
1 Sipil Kota Cireban afau anggota dalam satu rit omar antrian Dokumen

Kartu Keluarga

Petugas melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan Tidak Persyaratan Dokumen yang i
* dokumen akan diproses 5 menit Nomar antrian
3 Jika berkas lengkap pemohon dapat nomor anfrian, jika Persyaratan Dokumen yang 5 merit Hocnor artdan

belum lengkap tidak dapat nomor antrian akan diproses

Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Nomeor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan
4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat
5. Tanggal revisi; tuliskan tanggal SOP direvisi
6. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan S0P
7. Disahkan oleh : pengesahan cleh pejabat yang berkompeten
8. Nama 50P : tuliskan nama S0P yang akan dildentifikasi
9. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15. Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Palaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18 Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan
9. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
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